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MINIMNYA MINAT MASYARAKAT BERMITRA DENGAN PERBANKAN
SYARIAH DAN FORMULASINYA DI INDONESIA

Abstrak

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh
keberagaman. termasuk juga struktur dalam aspek politik, ekonomi, sosial-
kultural, dan hukumnya sangat dinamis. jumlah penduduk muslim yang
besar di Indonesia menjadi alasan untuk terus diupayakan perkembangan
ekonomi Islam guna mencapai kesejahteraan bersama. namun dalam
perjalananya pengembangan ekonomi Islam mengalami beberapa hambatan
salah satunya disebabkan oleh dominasi teori kapitalisme yang hampir
menjangkau di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena sistem ini
memberikan dampak negatif dalam prakteknya seperti keadilan yang tidak
merata, menciptakan gap baik antar individu, masyarakat hingga antar
Negara, dan disinyalir sistem ini akan terus menguntungkan barat melalui
hegemoni mata uang kertas dan sistem riba. Disisi lain sumber daya alam
yang kian rusak adalah akibat dari eksploitasi kapitalisme. Merespon
pengembangan keilmuan yang telah dicapai barat para ekonom Muslim
sudah seharusnya menyikapinya dengan bijak yang mana hal ini menjadi
kajian dalam mengembangkan ekonomi Islam yang sekian lama mengalami
stagnasi,® Islamisasi dari ilmu ekonomi kapitalis akan menjadi salah satu
alternatif dalam merespon perkembangan zaman. Berbagai cara harus
diupayakan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama yang
diiringi dengan keberkahan dunia dan akhirat. Dalam bingkai ekonomi
Islam yang berlandaskan dari hukum Allah akan membawa keadilan dan
kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, karena Islam adalah rahmat bagi
seluruh alam.

Kata kunci: Formulasi, minimnya minat, Perbankan Syariah

Abstract

Indonesian society is known as a society full of diversity. including the
structure in the political, economic, socio-cultural, and legal aspects are very
dynamic. The large number of Muslim populations in Indonesia is the
reason for continuing to strive for the development of the Islamic economy
in order to achieve mutual prosperity. However, in the course of the
development of the Islamic economy, it encountered several obstacles, one

! Muhammad Thahir bin ,,Asyur, Maqa sid al-Syari’at al-Islamiyyah, (ttp.: al-Basair, cet. |,
1998), him. 110.



of which was caused by the dominance of the theory of capitalism which
almost reached all over the world, including Indonesia. Because this system
has a negative impact in practice, such as unequal justice, creating gaps
between individuals, communities and between countries, and it is suspected
that this system will continue to benefit the west through the hegemony of
paper currency and the usury system. On the other hand, natural resources
that are increasingly damaged are the result of the exploitation of capitalism.
Responding to the scientific developments that have been achieved in the
west, Muslim economists should respond wisely, which is a study in
developing an Islamic economy which has stagnated for a long time,
Islamization of capitalist economics will be an alternative in responding to
the times. Various ways must be pursued in creating justice and mutual
prosperity accompanied by the blessings of the world and the hereafter.
Within the framework of Islamic economics, which is based on the law of
Allah, it will bring justice and prosperity to all mankind, because Islam is a
mercy to all of nature.

Keywords: Formulation, lack of interest, Islamic Bangking

1. PENDAHULUAN

Penenlitian ini dilakukan berawal dari penasaran karena melihat ekonomi
konvensional yang mendominasi dibanyak negara khususnya di Indonesia yang
seharusnya ekonomi Islam menjadi sesuatu yang besar di negeri ini. penduduk
muslim di Indonesia yang terbesar di dunia? merupakan peluang bagi para regulator,
praktisi, dan akademisi dalam mengembangkan sistem ekonomi Syariah salah
satunya pada sektor perbankan. pada saat ini sistem ekonomi kapitalis seperti sektor
perbankan tercatat lebih familiar di Indonesia, Terbukti dari laporan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) snapshot perbankan syariah posisi Desember 2021 misalnya,
Market share perbankan syariah hanya menyentuh aset 6,51 % dari total perbankan di
Indonesia.® Hal ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia mayoritas beragama
Islam tetapi roda perekonomian lembaga keuangan masih didominasi oleh ekonomi

konvensional. teori kapitalisme yang semakin hari berkembang ternyata tidak mampu

2 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-
muslim-terbesar-dunia
3 Market Share Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2020.



menjawab kebutuhan manusia secara adil, yang mana memang didesain untuk
menguntungkan barat yakni para pembuat kebijakan.*

Formulasi sistem ekonomi yang digagas oleh para ilmuan barat tidak bisa
menjawab tatanan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Bahkan
menciptakan dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, negara serta
hubungan antar negara. Selain itu juga tidak mampu menjaga kelestarian sumber daya
alam. sistem ekonomi kapitalis yang sudah mendarah daging di Indonesia ini
menurut Islamic worldview adalah suatu sistem yang harus di Islamisasikan. Sistem
ekonomi yang membawa pada kemaslahatan bersama merupakan harapan untuk terus
diupayakan, dengan mengacu pada hukum yang Allah tetapkan yakni dengan
memfokuskan pengembangan keilmuan ekonomi Islam dalam menjawab tantangan
perkembangan zaman. Dalam menjalankan perbankan yang berprinsip hukum Islam
menjadi ultimatum yang positif bagi stabilitas perekonomian. Upaya merealisasikan
prinsip hukum Islam dalam ranah ekonomi akan membawa umat yang unggul. Hal ini
termaktub dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran [3]: 110
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Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,
dan beriman kepada Allah”.®> Dalam pandangan Qodri Azizy mewujudkan khoirul
ummah: melalui beberapa tahapan diantaranya menasehati pada kebaikan, mencegah
kemadharatan, menghindari kejelekan, dan beriman kepada Allah.® Tiga kriteria

tersebut menjadi landasan berdirinya Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Hadirnya Bank Syariah sesungguhnya telah merujuk kepada landasan

tersebut. sistem ekonomi Islam akan membentuk perekonomian yang membawa

4 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,
(Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), cet. 1, h. 4.

5QS. Ali Imran 110

® A. Qadri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya
Ekonomi Islam, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him.69



kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik, yaitu menekankan aspek
persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat

manusia.

Semangat dari para cendekiawan muslim yang memperjuangkan aspirasi
masyarakat muslim terkait sistem ekonomi yang bisa menjadi solusi perekonomian
umat khususnya di Indonesia, dan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama
kalangan pengusaha muslim sehingga atas upaya inilah pemerintah melalui
regulasinya telah memberikan dukungan terhadap jalanya sistem ekonomi Islam di
Indonesia, salah satunya didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992.
Regulasi yang menaungi eksistensi Bank Syariah pun lambat laun mulai dirumuskan
diantaranya regulasi tentang Perbankan yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1992
lalu mengalami revolusi dalam peraturanya yakni tentang Bank Indonesia yang
tertera pada UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999.’

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak berdirinya telah dikenal secara luas
keberadaanya.® Pada tahun belakangan ini lembaga-lembaga ekonomi yang
berbasiskan syariah tentunya ini semakin marak di panggung perekonomian nasional.
Dalam perjalananya sistem ekonomi Islam di Indonesia mengalami pro dan kontra di
kalangan masyarakat. terbukti dengan maraknya lembaga berbasis syariah di
Indonesia, serta dominasi masyarakat muslim. Meskipun demikian sistem ekonomi
Islam sendiri mengalami beberapa hambatan dalam mengembangkan perbankan
syariah yang memang belum bisa bersaing dengan perbankan konvensional dalam
mendapatkan hati nasabah.® beberapa kendala ini disebabkan diantaranya Masyarakat
berasumsi terkait belum sinkronya antara konsepsi perbankan syariah dengan

implementasi, Terbatasanya sumber daya insani, Masih terbatasnya jaringan kantor,

" Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” Jurnal
liImiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 03, November 2016, hal. 29.

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia

o https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464941/ojk-beberkan-5-hambatan-pengembangan-
ekonomi-syariah-di-indonesia



Politik Islam di Indonesia yang belum optimal dan dominasi ilmu ekonomi

konvensional.

Dengan memahami beberapa hambatan ekonomi Islam di Indonesia sehingga
akan memudahkan dalam merumuskan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan
problematika yang ada dan dalam mengupayakan agar sistem ekonomi syariah di
Indonesia bisa berkembang dengan baik dibutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan
uraian diatas dilaksanakanlah penelitian tentang minimnya minat masyarakat bermitra
dengan perbankan syariah dan formulasinya di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Obyek Penelitian ini adalah
masyarakat yang masih sedikit mengakses jasa perbankan syariah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui penyebab minimnya minat masyarakat bermitra dengan
perbankan syariah dan mencari formulasi yang tepat dalam menyelesaikan
permasalahan ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan penelitian pustaka (library Research) dengan tipe deskriptif dalam
ruang lingkup ekonomi syariah khususnya perbankan yang di gali dari berbagai
literatur buku, jurnal, majalah, youtube, sosial media.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Sebelum kolonial Belanda memberlakukan politik hukumnya di Indonesia, hukum

Islam lebih dulu memiliki keududukan baik di kalangan masyarakat saat itu.

Kerjaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum

Islam dalam wilayah kekuasaanya masing-masing.’® Sebab mayoritas bangsa

Indonesia menganut agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sejak abad

ke-13, diantaranya samudera pasai, Aceh, Demak, Kalimantan Selatan, Sulawesi

Selatan, dan Maluku adalah sebagian besar kepulauan Indonesia, tradisi hukum

10 Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia. Ditbinpera Ditjen Binbaga Islam,
Depag, (Jakarta, !985), hal. 4-5



Islam pernah dijadikan hukum satu-satunya.!’  Salah satu hukum yang
diberlakukanya adalah hukum perakatan (akad) meliputi berbagai macam perjanjian
seperti jual beli, utang piutang, mudharabah, pinjam meminjam, penitipan, iflas
(pailit), perdamaian, begitu pula perikatan yang timbul dari tindakan sepihak seperti
wakaf, wasiat, pemberian hadiah, serta beberapa aspek perikatan yang timbul dari
perbuatan melawan hukum, seperti ghashab (penguasaan hak milik orang lain tanpa
hak).

Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, hukum Islam masih berlaku
menjadi kesadaran beragama Islam dan berhukum Islam mengalami peningkatan
ekselarasinya, konsep agama Islam menjadi faktor integrasi sosial yang

memberikan identitas kelompok dan menumbuhkan kesadaran kebersamaan.

Secara bertahap pemerintah kolonial belanda melalui VOC tahun 1799
mulai menyingkirkan hukum Islam sebagai bagian dari penguatan kekuasaanya
menjajah Indonesia. Beberapa Pasal pun telah diatur dalam rangka mempersempit
hukum Islam, salah satunya adalah pada tahun 1937 keluar staatsblaad No. 116 dan

638 yang mempersempit kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama.*?

Kedudukan hukum Islam yang mengatur pula hukum ekonomi syariah
setelah Indonesia merdeka menjadi lebih kuat, tanpa dihubungkan hukum adat.
“Sistem hukum Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai hukum perikatan
secara nasional, namun hukum perikatan Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan
secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada
saat bertransaksi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif penyelesaian sengketa.”®

1 Ismail Sunni, Tradisi dan Inovasi keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum, Mimbar
Hukum, No. 8 Tahun 1V, 1993, hal. 20.

12 Kenang-Kenangan, op.cit., hal. 5-6.

13 Hartono Mardjono, Menjalankan Syariah Islam, Studia Press, Jakarta, 2000, him. 11.



Hukum perikatan syariah (Islam) dalam dasawarsa terakhir abad lalu
terdorong untuk berkembang seiring lahirnya lembaga keuangan dan bisnis syariah,
terutama bank syariah yang menjadikanya sebagai dasar pijakan. Bentuk perikatan
syariah (Islam) telah diformalkan kedalam Peraturan Bank Indonesia
No.7/46/PBI1/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar syariah., dalam aspek ini, keberlakuan
hukum Islam dibidang perikatan adalah suatu kebutuhan dan tuntutan relitas untuk
memberikan dasar rujukan bagi penyelenggara binis dan ekonomi syariah yang
telah menjadi kenyataan di negeri ini.

Secara umum, beragam praktik perbankan berbasis syariah yang
diimplemetasikan oleh bank-bank syariah maupun bank konvensional melalui gerai
syariahnya. Praktik perbankan ini secara sekilas mirip dengan praktik yang ditemui
di perbankan konvensional, namun metode yang dilakukan melalui cara yang sesuai

dengan prinsip-prinsip dalam Islam.
3.2 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam (Islamic Bank) secara umum adalah bank yang pengoperasianya
didasarkan prinsip syariah. penyebutan Bank Islam memiliki banyak nama
diantaranya Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank) Bank Tanpa Riba (Lariba Bank),
dan Bank Syariah (Syariah Bank). Secara teknis yuridis Indonesia menyebutnya
dengan Istilah “Bank Syariah”, atau “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.*4

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No.
7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian

prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.®®

4 Peri Umar Farouk, Sejarah Hukum Perbankan Syaraiah Indonesia, dikutip dari
http://www.sharialearn.com/tanggal akses 19 November 2008.

15 C.S.T Kamsil, dkk, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), cet. Ke-1, hal. 311-313.
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Bank Syariah melarang riba pada semua jenis transaksi; aktivitas binis
didasarkan kesetaraan (equality). Keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency);
pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan pendapatan
keuntungan usaha yang halal. Dalam regulasinya Bank syariah juga mengeluarkan
dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan
masyarakat.®
3.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah
Dalam menjalankan fungsi intermediasinya Bank Syariah berdasarkan prinsip-prinsip
syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah diantaranya sebagai berikut:'’ (a) Bank
Syariah menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dengan skema tabungan
(mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkan kepada sektor riil. (b) Dalam
dunia wirausaha Bank Syariah sebagai tempat investasi kepada para pelaku usaha
atau korporasi yang bergerak dibidang yang halal. (c) Memberikan pelayanan kepada
masyarakat untuk membantu kebutuhanya. (d) Melayani nasabah yang hendak
menunaikan zakat, infak, sedekah, pinjaman kebajikan ataupun wakaf.

3.4 Bank Syariah Memiliki Tujuan

Didirikanya perbankan syariah adalah dengan maksud Mengembankan jasa dan
produk yang berprinsip syariat Islam dengan tujuan agar tercapainya kebahagiaan,
keadilan.

3.5 Landasan Hukum Perbankan Islam
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Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

16 Institut Bankir Indonesia, 2001, Konsep, Produk dan Implementasi Operational Bank syariah,
Penerbit Djambatan, Jakarta, him. 23.
17 Imamul Arifin, Membuka Cakrawala Ekonomi, (Jakarta: Setia purna Inves 2007), hal. 14
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mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Bagarah: 275)*8

wislss 45 At b 08T dlog e Jo b Jots o 106 & W s s 32
(et 3135) 3152 24 1 ]G3

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba’,
yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim).°

3.5 Landasan Hukum Positif

3.5.1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Ditetapkanya Regulasi Perbankan Syariah yaitu UU No.7 tahun 1992 sebagai bank
umum dan bank perkreditan rakyat menjadi jalan yang baik kepada sebagian umat
muslim yang anti-riba, maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1
Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Dalam UU No.7 Tahun 1992
memang belum komprehensif menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi
hasil dalam pasal-pasalnya, melalui deregulasi yang telah diberikan pemerintah
memberikan pilihan bebas pada masyarakat dalam menafsirkan maksud dan
kandungan peraturan tersebut.

3.5.2 Undang-undang No.10 Tahun 1998

Direvisinya undang-undang No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998
memberikan ketegasan dalam eksistensinya dan meningkatkan peranan bank syariah
dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dari regulasi ini bank
nasional diharapkan mengarah dalam fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. UU No0.10 Tahun 1998 dalam regulasinya

memberikan opsi bagi masyarakat yang bermaksud mendirikan bank berdasarkan

18 Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemah (Jakarta: Lajnah Pentashih
Mushaf al-Qur’an) hal. 47.
¥Kitab az-Zuhud war-Raqgaiq), no.5245.
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prinsip Syariah, Bank Umum Konvensional juga memungkinkan menambah gerainya
yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

3.5.3 Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan tugas untuk
mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang operasional bank
berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

3.5.4 Undang-undang No.21 Tahun 2008

Poin-poin penting dalam UU No.21 Tahun 2008: (a) kewajiban mencantumkan label
“syariah” bagi bank syariah, Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki
unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan label syariah setelah nama bank
(pasal 5 no.5). (b) adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus
fit and proper test dari Bl (pasal 27). (c) MUI adalah satu-satunya pemegang fatwa
syariah. produk perundang-undangan peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait Bank
syariah adalah hasil adosi dari penerjemahan fatwa MUI. Dalam rangka penyusunan
PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari
Bl, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan
memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

3.6 Perbandingan Teori Ekonomi Konvensional dan Teori Ekonomi Islam
Diskusi tentang sistem ekonomi modern terbenak pada dua sistem besar; kapitalisme
pasar dan sosialis terpimpin. Kapitalisme merupakan sistem yang didasarkan atas
(voluntary exchanges) pertukaran yang sukarela di dalam pasar yang bebas.
Sedangkan, sosialis mencoba mengatasi perihal problem produksi, konsumsi, dan
distribusi melalui perencanaan atau komando. Perlu dipahami dua sistem besar dalam
ekonomi modern bukan berarti menjadikan dikotomi atau bipolarisasi. kedua sistem
itu merupakan dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ide. Implementasinya, sistem
ekonomi yang digulirkan oleh Negara-negara di dunia saat ini ada dijalur spectrum
tersebut. Lalu dimana ‘Ekonomi Islam? Diskusi terkait ekonomi Islam dan kaitannya
dengan sosialisme atau kapitalisme tidaklah soal ‘apakah (whether) ekonomi Islam

itu kapitalisme atau sosialisme.” melainkan lebih kepada ‘di mana (where) ia berada
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dalam spektrum tersebut. adakah deferensiasi dari apa yang ditawarkan oleh ekonomi
Islam dikomparasikan kedua sistem tersebut, dan bagaimanakah ekonomi Islam bisa
berjalan. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode dalam
memahami dan memecahkan problem ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama
Islam. etika manusia dan masyarakat yang berlandaskaan atas ajaran agama Islam
inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi
dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.?

Hal terkait komparasi Teori ekonomi Islam dan Teori ekonomi konvensional
memiliki perbedaan dan persamaan yang cukup interest untuk didiskusikan.
3.7 Paradigma Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Teori
Ekonomi Kapitalis
Ideologi kapitalisme merujuk pada pandangan Adam Smith (1729 M-1790 M) yang
memfokuskan pada sistem ekonomi pasar, disebut juga sistem ekonomi liberal.
Prinsip masyarakat kapitalis menurut teori klasik Adam Smith diantaranya berprinsip
milik pribadi (private property), persaingan bebas (free competition) dan motif
mencari laba (the profit motive). menunjukkan bahwa konsep “kapitalisme” adalah
suatu sistem yang secara eksplisit ditandai oleh berkuasanya “kapitalis”. Selanjutnya,
kapitalisme modern sebagaimana dijelaskan oleh para pakar sosiologi; Light, Keller,
dan Calhoun menganut asumsi-asumsi lain, yaitu pemupukan modal (capital
accumulation), penciptaan kekayaan (the creation of wealth). Hal ini merupakan
pengembangan dari kapitalisme klasik yang bersifat hedonistic-personality atau
individualisme. Sistem kapitalisme itu dibangun atas tiga kerangka dasar, pertama,
adalah keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berimplikasi dengan dengan
kebutuhan manusia. Maksudnya barang dan jasa-jasa itu memiliki keterbatasan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang kompleks dan terus menerus
bertambah kuantitasnya. Kedua, adalah nilai (velue) suatu barang dihasilkan, inilah

yang menjadi dasar penelitian ekonomi. Ketiga, adalah harga (price) serta peranan

20 pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonommi Islam
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2013), Him. 1
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yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. harga merupakan alat
pengendali dalam sistem ekonomi Kapitalis.?

3.7.1 Teori Ekonomi Sosialis

Mengkaji teori ekonomi kapitalis tentu akan berimplikasi pula pada teori ekonomi
sosialis yang mana dimaksudkan untuk mengimplementasikan regulasi dalam sistem
ekonomi atau teori yang bermaksud untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih
baik dari teori kapitalis. Strategi dasar sistem ekonomi sosialis adalah dengan
tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang
lebih adil dari pada yang kini berjalan (kapitalis). Menururut Joad, beragam upaya
yang dianjurkan sosialisme terhadap masyarakat adalah:

(1) Penghapusan milik pribadi atas alat produksi. (2) Sifat dan luasnya industri dan
produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba. (3) Dalam
kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif
pelayanan sosial.

Sistem dan ideologi sosialis memiliki diferensiasi dengan sistem ekonomi
kapitalis. ldeologi sosialis nampak dominan pada abad ke-19. Pada saat itu orang-
orang sosialis berkonfrontasi terhadap pandangan-pandangan aliran Liberalisme
disebabkan kezaliman yang diderita oleh masyarakat karena sistem ekonomi Kapitalis
serta beragam problem yang terjadi di dalamnya. Menurut Taqyuddin dikutip Abdul
Aziz, ada tiga prinsip pada aliran Sosialis yang membedakan dengan aliran-aliran
ekonomi sebelumnya, yaitu: (1) Mewujudkan kesamaan (equality) secara riil. (2)
Menghapus pemilikan individu (private property) secara keseluruhan atau sebagian.
(3) Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.?2
3.7.2 Teori Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam berbeda dengan sistem Kapitalis dan Sosialis sekaligus bukan

merupakan sintesa dari sistem-sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam merupakan

2L Abdul Aziz & Maria Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Islam (Bandung: AlFabeta,
2010), HIm. 1-2
22 Abdul Aziz & Maria Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Islam. HIm. 5-6
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formulasi yang didasarkan atas pendangan Islam tentang kehidupan. Ekonomi Islam
harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat.
pemerintah  tidak mendominasi ekonomi yang otoriter sebagai mana
sosialis/lkomonisme.?® Sistem ekonomi Islam terdapat tiga aliran besar, yaitu :
(1) Madzhab Bagqir berpandangan terkait masalah ekonomi yang semakin kompleks
timbul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil, kasus tersebut
diakibatkan dari sistem ekonomi yang mengeksploitasi dari pihak yang kuat terhadap
pihak yang lemah. Oleh sebab itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber
daya yang terbatas, melainkan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.
Selaras dengan itu, madzhab ini menolak semua teori yang dikembangkan
oleh ilmu ekonomi konvensional. Sebagai gantinya, madzhab ini merangkai teori-
teori baru dalam ekonomi yang digali dan dideduksi dari Al-Qur’an dan As-Sunah.
(2) Madzhab Mainstream berpandangan bahwa masalah ekonomi timbul disebabkan
sumber daya terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.
Madzhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak berbeda dengan pandangan
ekonomi konvensional. Kelangkaaan sumber daya adalah sebab timbulnya masalah
ekonomi. Tokoh-tokoh madzhab ini di antaranya M. Umar Chapra, M.A. Manan, M.
Nejetullah Siddig, dan lain-lain, yang mayoritas bekerja di Islamic Development
Bank (IDE);
(3) Madzhab Alternatif Kritis diantaranya Timur Kuran, Muhammad Arif, dan lain-
lain. Aliran ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Bagir dikritik
sebagai aliran yang mengklaim telah menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya
sudah ditemukan oleh orang lain. Dalam arti, menghilangkan teori lama kemudian
memformulasikan teori baru. kemudian, madzhab mainstream dikritiknya sebagai
adopsi dari ekonomi neoklasik dengan meniadakan variable riba dan memunculkan
variabel zakat serta niat. Madzhab ini adalah madzhab yang kritis. Mereka

berpandangan bahwa analisis kritis tidak hanya ditujukan pada aliran sosialisme dan

23 Abdul Aziz & Maria Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Islam. HIm. 18
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kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam. Mereka percaya bahwa Islam pasti
benar, tetapi ekonomi Islam tidak sepenuhnya benar karena sebagian adalah hasil
tafsiran manusia atas al-Qur’an dan As-Sunah, sehingga nilai kebenaranya tidak
absolut. Menurut madzhab aliran kritis, proposisi dan teori yang diformulasikan oleh
ekonomi Islam harus selalu diuji validitasnya sebagaimana yang diterapkan terhadap
ekonomi konvensional.?*

Prinsip ekonomi Islam adalah tujuan mulia yang dilandaskan atas pencarian
ma’isyah (kehidupan) dalam rangka mencari rejeki Tuhan yang dilakukan dengan
cara halal lagi thayyib. Menurut Murasa Sarkaniputra dikutip Abd.Aziz, paradigma
ekonomi Islam menjadi konkret pada visi seseorang yang hanya memproduksi
komoditi yang halal dan thayyib (baik) serta dalam mencapai pendapatan ia tidak
melaksanakan maksimalisasi laba. Ketiga paradigma baru itulah yang akan mengubah
orang-orang untuk melaksanakan mu’amalah sehari-hari yang ditujukan untuk
mencapai keridhaan Allah.%

3.8 Penyebab Minimnya Minat Masyarakat Bermitra Dengan Perbankan
Syariah

Prinsip utama Islam sebagai way of life adalah tauhid. wahyu yang pertama turun
adalah surah Al-Alag ayat 1-5, didalamnya diletakkan dasar-dasar falsafah dalam
kehidupan. Bahwa Allah SWT adalah pencipta seluruh yang ada, Allah SWT adalah
Maha Mulia dan Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Manusia
merupakan makhluk yang secara eksplisit disebut sebagai ciptaan Allah SWT.
Manusia diperintahkan untuk selalu membaca dengan nama Allah SWT
(Adiwarman Karim, 2010). Dalam menata kehidupan Islam telah memberikan
panduan yang sempurna diberbagai bidang dengan tujuan untuk kemaslahatan. Salah
satunya dalam bidang ekonomi. Islam memiliki ajaran yang mulia dan unggul untuk
menata ekonomi dalam kehidupan (M. Umer Chapra, 2000). Seluruh aspek yang

terkait dengan dasar-dasar perekonomian diatur oleh Al-Qur’an. Adapun metode dan

24 Sukarwao Wibowo & Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, him. 63-66
25 Abdul Aziz & Maria Ulfa, Kapita Selekta Ekonomi Islam, him. 18-19
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teknik kegiatan ekonomi akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman, seperti
lembaga keuangan syariah yang terus mengalami tantangan dalam
mengembangkanya.

terkait masayarakat masih enggan untuk mengakses produk dan layanan
perbankan merupakan masalah harus digali solusinya secara berkesinambungan bagi
para pemangku kepentingan. Melihat market share perbankan syariah pada kisaran
6,5 %°2° merupakan masalah yang perlu diputuskan secara akseleratif.

Ekonomi Islam merupakan panduan yang diberikan Allah SWT kepada
manusia untuk mencapai keadilan, kesjahteraan. ketika pemahaman umat Islam
termasuk di Indonesia belum wujud seperti yang diharapkan maka yang terjadi
loyalitas nasabah perbankan syariah tidak akan berkembang baik. sistem perbankan
syariah yang masih belum begitu familiar bagi masyarakat, terlebih berasumsi
terdapat banyak kelemahan dari operasional perbankan syariah membuat kebanyakan
masyarakat belum menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan. Namun, hal
tersebut bukan merupakan faktor utama mengenai keengaanan nasabah untuk
memilih perbankan syariah. tetapi memang strategi perbankan syariah dalam merebut
hati pasar memang dinilai masih lemah. Perbankan syariah belum begitu familiar atau
dinilai masih baru seharusnya bisa mengatur strategi dalam merebut hati masyarakat.
Ketertarikan nasabah pada perankan konvensional salah satunya dalam rangka
mengejar suku bunga (rate) yang tinggi. Oleh sebab itu memberikan keuntungan pada
nasabah perbankan syariah dalam bentuk bagi hasil (profit sharing) merupakan
strategi yang harus berjalan dengan baik. Nasabah juga menilai dari sisi margin
keuntungan produk murabahah misalnya dinilai lebih tinggi dibandingankan dengan
keuntungan bunga bank konvensional, maka perlulah dilakukan kajian dan kebijakan
agar bisa lebih kompetitif mengingat perbandingan market share perbankan syariah

tertinggal jauh dengan perbankan konvensional.

Zhttps://www.idxchannel.com/banking/market-share-capai-65-persen-aset-perbankan-syariah-
tembus-rp6315-triliun
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Berdasarkan data Worldpopulationreview tahun 2021, Indonesia merupakan
penduduk dengan jumlah muslim terbesar didunia adalah pasar yang sangat
berpotensi dalam merealisasikan berbagai kegiatan ekonomi Islam. Merujuk pada
data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian
Dalam Negeri, total penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021,
dan sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam.?” Namun dominasi jumlah
penduduk muslim di Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan transaksi
syariah. terbukti dari pernyataan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbhk
atau BSI Hery Gunardi yang menyatakan bahwa di Indonesia dari sekitar 180 juta
penduduk muslim, baru 30,27 juta yang menjadi nasabah bank syariah per November
2020.28 Dari pernyataan tersebut menandakan potensi pasar bank syariah besar dan
belum tergarap seluruhnya. Transaksi syariah yang masih minim di Indonesia adalah
menunjukan perbankan syariah belum menjadi market leader.

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), Indonesia berada di
posisi ke-4 dalam ketahanan ekonomi syariah menghadapi pandemi. Pandemi Covid-
19 memang meruntuhkan perekonomian banyak negara. Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mencatat total aset keuangan syariah tembus Rp1.885,65 triliun per Juni 2021.
saham syariah belum termasuk dalam kalkulasi. Teguh Supangkat selaku deputi
komisioner pengawas perbankan | Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan aset
keuangan syariah itu terdiri dari pasar modal syariah sebesar Rpl.137 triliun,
perbankan syariah Rp631 triliun, serta industri keuangan non bank (IKNB) syariah
sebesar Rp116 triliun. "Ada peningkatan signifikan dari tahun ke tahun sejak 2017,"
ungkap Teguh dalam Islamic Finance Summit 2021, Rabu (30/9).%°

Z'https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-

beragama-islam
Bhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-
baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah
2 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210930133834-78-701509/aset-keuangan-

syariah-tembus-rp1885-triliun-per-juni-2021
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Meski mengalami peningkatan tetapi berdasar laporan komite nasional dan
keuangan syariah (KNKS) pangsa pasar perbankan syariah Indonesia selama 20 tahun
terakhir pencapainya hanya berada di kisaran angka 5%, meskipun para pemangku
kepentingan telah melakukan berbagai upaya melalui  kebijakan-kebijakan agar
meningkatnya pangsa pasar sesuai dengan yang ditargetkan.°

Implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia menjadi pro dan kontra di
masyarakat. Terbukti lembaga berbasis syariah semakin hari menjadi tren. Namun
demikian, perbankan syariah juga memiliki banyak tantangan dalam perjalananya.
Ada beberapa faktor penyebab minimnya ketertarikan masyarakat Indonesia
menggunakan jasa perbankan syariah, Tantangan tersebut diantaranya meliputi:

3.8.1 Masyarakat Berasumsi Terkait Belum Sinkronya Antara Konsepsi
Perbankan Syariah Dengan Implementasi.

Banyak orang yang masih meragukan akan kesyariahanya dan berasumsi perbankan
syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. dengan pandangan misalnya
penerapan sistem murabahah yang dianggap tidak ada bedanya dengan tingkat suku
bunga yang diterapkan sistem konvensional, bahkan margin keuntungan yang
diterima perbankan syariah lebih mahal. pandangan lain bahwa perbankan syariah
hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Padahal kenyataannya adalah lembaga
komersial yang melayani seluruh lapisan masyarakat.! Ahmad Buchori Kepala
Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatakan
bahwa adanya anggapan bank syariah belum selengkap, semodern, dan sebagus bank
konvensional yang berdampak pada rendahnya nasabah bank syariah. yakni meliputi
layanan maupun produknya.3? Deretan pandangan tersebut memberikan dampak bagi

nasabah untuk bersikap netral dalam bermitra dengan lembaga keuangan. Disisi lain

%0 Kondisi global dan nasional perbankan syariah, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Hal
182

31 Aprilia Astiwi, Problematika dalam Upaya Pengembangan Sistem Ekonomi Islam di
Indonesia,Kompasiana, Hal 1,

32 https:/ffinance.detik.com/moneter/d-3151148/ini-alasan-nasabah-syariah-perbankan-syariah-

ri-masih-minim.
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gerai perbankan syariah yang masih terbatas diberbagai daerah menjadikan
kelemahan dalam mensosialisasikan keberadaan perbankan syariah.

3.8.2 Terbatasnya Sumber Daya Insani

Kinerja lembaga keuangan syariah yang semakin pesat tidak berjalan seiring dengan
persiapan sumber daya manusia yang mampu mengakomodasi dua sisi yang berbeda
sehingga menjadi satu kesatuan yang sinergis.®® Selama ini sebagian besar praktisi
keuangan syariah adalah mereka yang cukup memiliki kompeten ekonomi
konvensional saja, tetapi dalam ilmu syariah (penerapan ushul figih dan figih
muamalah) dinilai masih sangat terbatas.

Munculnya kesenjangan terjadi antara permintaan dan ketersediaan Sumber
daya insani adalah salah satu fokus masalah, hal ini tidak disebabkan oleh jumlah
output dari perguruan tinggi yang minim, akan tetapi masalahanya praktisi dari
lembaga keuangan syariah jangan hanya mereka yang berkompetensi marjinal
melainkan sumber daya insani yang dibutuhkan adalah yang memiliki kompetensi
lebih dari sekedar bankir.

Manajerial dan akuntansi adalah keahlian yang sangat menentukan peranya
terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. meskipun sangat
banyak lulusan dari prodi tersebut tetapi kemampuan (skill) yang dimiliki masih
lemah. Perlunya sumber daya insani yang berkualitas merupakan tantangan yang
harus dijawab bagi akademisi dan dunia pendidikan. Memahami kualitas sumber daya
insani yang masih minim terutama terkait kompetensi ilmu ekonomi syariah akan
menggerakan ghirah terhadap ekonomi syariah dari berbagai elemen untuk
berpartisipasi memberikan solusi. Salah satunya mengembangkan disiplin ilmu
pendidikan ekonomi syariah.34

Keterbatasan sumber daya insani yang berkualitas dalam bidang syariah dan
ekonomi selama ini diatasi dengan cara yang kurang tepat, yaitu menempatkan

33 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,
(‘Yogyakarta: Graha llmu, 2005), hal. 13
34 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 88
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pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi yang berdampak pelayanan pada nasabah
tidak maksimal.*

3.8.3 Masih Terbatasnya Jaringan kantor

Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang
beroperasi hingga ke pelosok masih angat minim. Terbukti layanan perbankan syariah
secara umum ternyata baru tersedia di kota-kota besar. Terbatasnya kantor cabang,
cabang pembantu, kantor kas, hingga Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan
salah satu penyebab nasabah kesulitan dalam menjangkau layanan perbankan syariah.
Rizqullah, praktisi BNI Syariah mengakui, “salah satu kendala pertumbuhan bank
syariah adalah masih terbatasnya jaringan.”%

Pemerintahlah pemeran utama dalam upaya mengatasi keterbatasan jaringan
kantor bank syariah yang bisa menjangkau masyarakat diberbagai daerah. Disisi lain
kemajuan teknologi telah membantu keterbatasan jumlah jaringan kantor seperti
hadirnya Bank Syariah digital misalnya bank Aladin Syariah. Industri keuangan
syariah telah terdigitalisasi menyesuaikan kemajuan zaman yang mana memberikan
kases kemudahan masyarakat dalam bertransaksi seperti yang dikatakan oleh
Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI), Prof. Jaih Mubarok.3” Hal ini memicu ekonomi dan keuangan
syariah bertambah besar yang berimplikasi sinergi antara perbankan syariah dengan
binis halal.

3.8.4 Politik Islam di Indonesia yang belum optimal

Peran Politik Islam memiliki pengaruh yang dominan dalam merealisasikan
eksistensi ekonomi syariah, sebagai contoh pada tahun (1989-2000) hanya ada 2
BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun.*® Sedangkan pasca

35 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta:
Graha llmu, 2005), hal. 137 - 138

% https://www.kompasiana.com/ianmursito/54f3cdd4745513902b6c7f39/keunggulan-sistem-
perbankan-syariah-perbandingan-dengan-sistem-konvensional?page=2&page_images=1

37 https://www.merdeka.com/perbankan/ini-sederet-keuntungan-hadirnya-bank-syariah-digital-
di-indonesia.html

38 http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wp-admin/-ftn2
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reformasi yaitu misalnya pada kurun waktu 2000-2015 hingga bulan Januari 2014,
jumlah institusi perbankan Syariah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan total
aset mencapai 500 Trilyun plus 892 M. perbedaan pertumbuhan yang kontras ini
karena faktor politik ekonomi pemerintah R1 yang pada kurun waktu ke-2 regulasinya
lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam. Contoh lain misalnya sebelum era
reformasi ketika politik Islam tidak mengambil peran yang ideal didalam
pemerintahan akan mempengaruhi nasib lembaga keuangan syariah.

Pendirian perbankan Islam tidak lepas dari kecurigaan salah satunya oleh para
penguasa Orde Baru pada tahun 1970-an dan diyakini adanya kecurigaan dalam
merealisasikan piagam Jakarta. Hal itu berimplikasi pada kebijakan pemerintah yang
tidak mengizinkan pendirian lembaga tersebut.>® Sistem bagi hasil dan pemerataan
yang lebih adil dari sistem perbankan syariah merupakan salah satu alasan pemerintah
orde baru belum memberi izin. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku pada No. 14 Tahun 1967, BAB I, Pasal 1, yang
tidak mengizinkan beroperasinya bank tanpa bunga kredit.*°

Salah satu tujuan didirikanya bank adalah untuk memberikan akses
kemudahan kepada UMKM dan rakyat kecil. Tetapi pemerintah dirasa saat ini
semakin sekuler dalam kebijakanya seperti kebijakan mergernya bank syariah BUMN
yang terdiri dari BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah
Mandiri (BSM) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana Muhammadiyah
sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia telah mengkaji atas kebijakan ini dengan
permintaan agar 60% pembiayaanya berpihak pada UMKM karena peraturan BSI
sebagian besar pembiayaanya berpihak pada korporasi besar yang mana hal ini
bertentangan dengan amanat dan ideologi organisasi Muhammadiyah yang lebih

berpihak pada UMKM maupun program kerakyatan.

%¥Noor Azmah Hidayati, “Politik Akomodasionis Orde Baru terhadap Umat Islam; Telaah
Historis Kelahiran Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Millah, Vol . IV, No.2, (Januari 2005), h. 36.

40 M. Dawam Rahardjo, “Bank Islam”, dalam Ensiklopedi Islam Tematis, (Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Houve, 2002), h. 399.
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Bank Syariah Indonesia yang tertuang dalam peraturan bank Indonesia hanya
mengejar target penyaluran 20%, peraturan ini masih sangat sedikit jika melihat
capaian penyaluran BRI Syariah yang mencapai 46% sebelum merger. Aset Bank
Syariah yang menyentuh angka Rp. 239 Triliun yang mana total pembiayaan yang
disalurkan Rp 156,5 Triliun. Maka peraturan Bank Indonesia yang hanya memberi
20% atau kisaran Rp 31 Triliun kepada UMKM menunjukan lebih berpihak pada
korporasi besar yang diberi pembiayaan Rp 125 Triliun.

Sebagian besar angkatan kerja yang terserap yakni sekitar 120 juta merupakan
kontribusi UMKM begitu juga peranya terhadap perekonomian Indonesia yang
mencapai 60%. Tetapi kebijakan dalam penyaluran pembiayaan besar justru
diberikan korporasi. Hal ini harus menjadi evaluasi kedepan bahwa sila ke 5
pancasila memebri Kkoridor untuk lebih berpihak pada rakyat dan umat, yakni
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,”.

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI menyebutkan, market share
perbankan syariah baru di angka 6,81%, kemudian 9,10% pada inklusi keuangan
syariah, dan tingkat literasi keuangan syariah di angka 8,93%. Data tersebut
menunjukan masyarakat kecil belum banyak mendapat sentuhan dari perbankan
syariah.*!

Regulasi yang baik tentu akan mempercepat pembangunan ekonomi Islam.
Posisi institusi hukum harus terus diperkuat dengan landasan dan regulasi yang
komprehensif  dalam rangka pemercepatan pertumbuhan ekonomi syariah di
Indonesia. Namun karena kendala politik Islam di Indonesia yang mengalami naik
turun telah menghambat dari proses perancangan regulasi. Terdapatnya UU No
41/2004 tentang wagaf, UU No 19/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) dan UU NO 21/2008 tentang perbankan syariah, dinilai masih sedikit
regulasi yang mengakomodir pada ekonomi syariah misalkan saja regulasi tentang

4 https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2021/02/03/hnw-berharap-bank-syariah-indonesia-
berpihak-pada-umat-dan-fokus-pada-penyaluran-umkm
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lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), asuransi syariah, dan
sukuk corporate yang masih dibebani pajak ganda.

tantangan ekonomi syariah dalam ranah kelembagaan sangat beragam
diantaranya belum adanya organisasi payung (APEX) untuk lembaga keuangan mikro
syariah. Otoritas Jasa Keuangan Syariah yang belum ada. Segala kebutuhan Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Non-Bank perlu diperkuat dengan adanya fasilitas dari
Lembaga Keuangan (LK) yang kredibel, dan penguatan pada Biro Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Non-bank di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
Selain itu Unit kerja khusus pada bidang syariah yang belum ada pada Bank
Indonesia memiliki pengaruh pada berbagai kebijakan yang tidak maksimal. berbagai
kebijakan yang memang kurang berpihak pada masyarakat kecil ataupun pada
ekonomi syariah adalah karena politik yang dimainkan oleh umat Islam di negeri ini
belum maksimal.
3.8.5 Dominasi Ilmu Ekonomi Konvensional
Dominasi ilmu ekonomi konvensional terhadap pemikiran ekonomi modern menjadi
sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan canggih, harus diakui ilmu ekonomi
konvensional telah memberikan kemajuan yang pesat dalam kehidupan manusia
secara materiil, awalnya revolusi ekonomi memberikan dampak kesejahteraan kepada
manusia, berkembangnya sarana komunikasi dan meningkatnya kemampuan
eksploitasi sumber daya alam. Standar hidup di antara kelas pekerja menjadi lebih
tinggi daripada bila mereka hanya bergantung pada pertanian. Namun dalam
perjalannya, ekonomi konvensional gagal mempertahankan idealismenya.
kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin semakin besar, dan berimplikasi pada
kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang serta menyebabkan tingginya
inflasi dan pengangguran.

Meskipun telah menimbulkan ketidakadilan, cengkraman hegemoni ilmu
ekonomi konvensional telah sangat kuat, sehingga upaya merealisasikan ilmu
ekonomi Islam menemui banyak tantangan. Selain itu perbankan nasional yang tidak

kompetitif dalam persainganya dengan perbankan asing di Indonesia berdampak pada
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sisi konsumen yang rata- rata dari kelas menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan
masyarakat kesulitan keluar dari jeratan kemiskinan. awal hadirnya perbankan
syariah dimaksudkan menjadi solusi utama. Namun ternyata juga tidak dapat berbuat
banyak. Menelaah data otoritas jasa keuangan dalam snapshot market share
perbankan syariah posisi Desember 2020 menyentuh angka 6,51 % mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya posisi Juni 2019 yang menyentuh angka 5,95 %.
Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya dalam peresmian BSI di Istana negara
menyatakan, Meskipun pangsa pasar industri keuangan syariah tertinggal
dibandingkan dengan bank konvensional di tanah air, kondisi tersebut justru menjadi
amunisi bank syariah pada masa mendatang (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021).%2
statemen Presiden tersebut diperkuat oleh data OJK, dimana sampai dengan akhir
2020, penyaluran pembiayaan bank umum syariah di Indonesia tumbuh 9,5% secara
tahunan. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan
nasional yang minus 2,41% (Kompas, 1 Februari 2021). Nilai ini baru mampu
memberikan kontribusi yang kecil dibandingkan perbankan konvensional.
Perkembangan perbankan syariah pada dasarnya adalah bagian integral dan
penting sehingga peranya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi
syariah. perbankan syariah tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dari semua
elemen bangsa. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo juga
memaparkan tantangan yang masih dihadapi ekonomi syariah di Indonesia adalah
Pertama, “keterbatasan permodalan lembaga keuangan syariah dalam perluasan
jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya
yang lebih rendah masih menjadi kendala. Kedua, percepatan pengembangan inovasi
produk syariah, Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Ketiga,
Dody mengatakan penting untuk terus mendorong pengembangan SDM di sektor
ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang

sangat besar. Keempat, menurutnya, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan

42 Amunisi Baru Pemulihan Ekonomi”, Bisnis Indonesia, 1 Februari 2021, hal. 3.
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keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk
pamanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.” ungkapnya dalam video conference,
Senin (5/10/2020).%
3.9 Formulasi Yang Tepat Dalam Mengembangkan Perbankan Syariah
Indonesia
Berbagai permasalahan yang kompleks dalam lembaga keuangan syariah tentu ini
tidak menjadi alasan untuk tidak berkembang. Setiap usaha yang baik dan benar akan
membuahkan hasil. solusi yang dapat diberlakukan diantaranya:
3.9.1 Merealisasikan politik ekonomi Islam
Politik ekonomi Islam merupakan upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia
agar mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan yang tercerahkan. Persepsi
sebagian kalangan yang menafsirkan politik akan mengarah pada politik praktis harus
diluruskan pemahamnya. Politik praktis yang menghalalkan berbagai cara dalam
memenangkan kekuasaan sangat berbeda dengan politik ekonomi Islam.
Merealisasikan politik ekonomi Islam merupakan perintah dari Allah SWT kepada
manusia sebagai khalifah dalam membawa kemaslahatan.

politik ekonomi Islam sering disebut siyasah Maliyah. Dalam redaksi yakni
tadakhkhul ad-daulah (intervensi negara). Intervensi negara dalam pandangan Ash-
Shadr merupakan negara mengintervensi kegiatan ekonomi untuk menjamin adaptasi
hukum Islam yang berimplikasi pada kegiatan ekonomi masyarakat.** Kebijakan
(political will) terhadap lembaga keuangan syariah menjadi penentu yang utama
kedepan. seperangkat penentu dan pengelola kebijakan berada diposisi legislatif,
yudikatif, dan eksekutif. proses pembangunan dan upaya untuk mencapai keadilan,
kerakyatan, kesejahteraan perlu mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat
yang selaras dalam tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk

4 https://finansial.bisnis.com/read/20201005/231/1300896/ini-4-tantangan-yang-masih-
dihadapi-ekonomi-syariah-di-indonesia
4 |ja Suntana, Politik Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), him. 13-14.
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mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur, yang merata, baik materil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang
melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial dan
institusi nasional.*

Penting bagi para cendikiawan muslim agar bisa dalam posisi legislatif,
yudikatif, dan eksekutif akan berimplikasi pada akselerasi dukungan yuridis
penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam menyelenggarakan ekonomi
masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera disebutkan bahwa hukum positif
ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 33 dan 34
yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam tidak lepas dari
dasar-dasar hukum Islam, yaitu Alquran, Sunah, ljmak, giyas dan ijtihad.*® Hukum
Islam sejatinya berkembang seiring perkembangan zaman dalam menjawab berbagai
permasalahan yang kompleks. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc menyatakan bahwa
jika ekonomi Islam ingin maksimal dalam perkembangannya maka mau tidak mau
umat Islam harus paham politik ekonomi Islam.*’

3.9.2 Peran Konkret Ekonomi Syariah.

Sistem yang ditawarkan oleh perbankan Syariah akan membawa dampak yang baik
jika dalam aplikasinya menjunjung tinggi konsep syariah. kegiatan perbankan syariah
dimonitoring oleh pemerintah (Bank Indonesia), dan Dewan Syariah secara tegas dan
sistematis, melihat beberapa lembaga perbankan syariah selama ini ada yang berjalan
sendiri-sendiri mengabaikan peraturan dan tidak ada sanksi yang tegas saat aspek
operasionalnya menyimpang dari ketentuan syariah. tiadanya tindakan yang tegas
dan sistematis telah membuat banyak praktek perbankan syariah yang tidak sesuai

konsep dan justru tidak memberikan dampak kesejahteraan atau kemaslahatan bagi

4 Michel Torado, Economic Development, (Singapore: Longman Singapore Publiisher, 1994),
h. 34.

4% Muhammad Abdul Manan, Islamic Economic; Theory and Practice, (Lahore: SH.
Muhammad Asraf, 2005), h. 29.

47 https://barometernews.id/masa-depan-politik-ekonomi-islam-di-indonesia/
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umat, diperkirakan praktek perbankan yang demikian telah dilakukan hampir 75%
perbankan yang mengkalim syariah di Indonesia.*® Maka adanya regulasi yang
tersistematis akan membuat perbankan syariah memiliki kredibilitas yang tinggi.
Disisi lain implementasi sektor keuangan syariah berorientasi ke sektor riil terutama
pada kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan harapan meminimalisir
ketimpangan antara sektor riil dan sektor moneter. Orientasi ke sektor riil, memiliki
pengaruh yang tinggi akan pertumbuhan ekonomi yang adil dan meraata.

Lembaga keuangan syariah seperti perbankan juga harus terus meningkatkan
sumber daya manusianya dengan memberikan syarat untuk terus meningkatkan
keahlian, motivasi, dan pengetahuanya dengan berbagai pelatihan, kajian Islam dan
lain sebagainya diluar jam kerja.

Perbankan Syariah mungkin juga perlu strategi door to door dalam menambah
nasabah baru dengan memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada calon
nasabah khusunya edukasi pentingnya berpartisipasi memajukan ekonomi Islam,
edukasi yang tidak kalah penting adalah menjelaskan secara eksplisit terkait
keunggulan produk karena pemahaman nasabah dalam hal ini biasanya terkendala
terbatasanya waktu pelayanan (customer service) karena antrian, pemahaman nasabah
yang beragam, dalam arti tidak semua nasabah paham karena memang perbankan
sering menjelaskan sesuatu yang ambigu atau memunculkan banyak tafsir.

3.9.3 Strategi pemasaran yang efektif

Tren diksi Syariah yang kian familiar di berbagai Negara termasuk Indonesia, seperti
perbankan syariah, hotel syariah, labelisasi halal-haram yang kian penting
memerlukan kebijaksanaan dalam berfikir dan mengesampingkan aspek emosional.
Nasabah harus menjadi salah satu prioritas dalam mendapatkan pelayanan yang baik.
Profesionalisme dari Lembaga keuangan syariah merupakan sesautu yang mutlak

dalam menjaga kredibilitas. Para praktisi bank syariah harus dapat meyakinkan

4 Muhammad Nasrullah dkk, Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan
Syariah Kontemporer di Indonesia, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains
(SAINTEKS) Februari 2020. Vol. ISBN: 978-602-52720-7-3. Hal.587
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ummat Islam bahwa bank syariah itu lebih baik.*® Pelayanan yang baik, modern,
cepat akan memberikan perubahan yang lebih baik. Dari segi pemenuhan kebutuhan
konsumen yang semakin beragam maka perbankan syariah menyediakan Produk yang
bervariasi. Teknologi dan informasi yang kian maju adalah sarana yang harus
difungsikan dalam mempermudah kebutuhan konsumen sekaligus menjadi daya tarik
perbankan syariah. Produk yang menarik bervariasi, kompetitif, dan menyesuaikan
kebutuhan masyarakat menjadikan perbankan syariah tumbuh secara signifikan.
Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi juga membuat perbankan syariah dapat
membangun relasi dengan lembaga keuangan syariah diseluruh dunia dan melakukan
kerjasama dalam berbagai program kemaslahatan.

4. PENUTUP

Ekonomi Islam yang sesungguhnya adalah formulasi terbaik dalam membangkitkan
perekonomian di Indonesia disaat tantangan ekonomi konvensional yang tidak
mampu menghadirkan kesejahteraan, dan justru telah menimbulkan banyak
persoalan. Hegemoni sistem ekonomi konvensional yang sangat kuat telah
mengaburkan pandangan masyarakat akan keutamaan sistem ekonomi syariah salah
satunya perbankan syariah yang kurang mendapatkan minat dari masyarakat
Indonesia yang notabene adalah masyoritas muslim. faktor yang menyebabkan
permasalahan tersebut, Masyarakat berasumsi terkait belum sinkronya antara
konsepsi perbankan syariah dengan implementasi, keterbatasan SDM khususnya
praktisi yang menguasai ekonomi/perbankan modern, dan memahami figih (syariah),
Layanan jaringan kantor yang belum merata terhadap luasnya Indonesia, dominasi
ilmu ekonomi konvensional yang canggih, dan modern telah memberikan kemajuan
yang pesat salah satunya dibidang informatika membuat regulator, praktisi, dan
akademisi ekonomi syariah harus memacu inovasi untuk menarik minat para
nasabahnya. Redupnya politik Islam menjadi hambatan dalam menjalankan

oprasionalnya karena harus melalui berbagai birokrasi yang rumit.

49 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan
(Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute,1999), 49
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Beberapa hambatan ini mengharuskan para pemangku kepentingan untuk
menjalankan srategi yang tepat sehingga ekonomi syariah di Indonesia bisa
membawa angin segar bagi perekonomian disetiap lapisan masyarakat. Diantara
strategi dan formulasi yang bisa dijalankan diantaranya, merealisasikan politik
ekonomi Islam yang unggul sehingga intervensi negara akan kegiatan ekonomi tidak
keluar dari koridor hukum Islam yang membawa keadilan dan kesejahteraan,
merealisasikan peran konkret ekonomi syariah akan membawa dampak yang baik jika
dalam aplikasinya menjunjung tinggi konsep syariah, dan Strategi pemasaran yang
efektif melalui berbagai sector diantaranya variasi produk yang menarik sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan zaman, pelayanan yang ramah dan modern,
program syariah expo, pemanfaatan sarana teknologi informasi, dan perluasan
jaringan kantor sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan nasabah dikarenakan
adanya layanan yang dekat dengan masyarakat menjadi alternatif yang baik,
masyarakat desa tidak begitu peduli akan nama perbankan, tetapi masyarakat
membutuhkan layanan perbankan yang bisa menjangkau akses kemudahan dengan
tersedianya kantor dikota kecil dan tentu perbankan syariah yang kredibel sehingga
tidak kalah dalam hal pelayanan dan inovasi produk dengan lembaga keuangan
konvensional.
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